 BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOUYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR Z3b [KPTS/2026
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMAS] PUBLIK

Menimbang

Mengingat

BUPATI GUNUNGKIDUL,

. bahwa untuk mewujudkan penyelenggarann pelayanan

informasi publik yang cepat, tepat, sederbana, transparan,
dan akuntabel, perlu adanya Stendar Operasional Prosedur
Layanan Informasi Publik scbagai pedoman bagi badan
publik dalem memberikan pelayanan informasi  kepada
muasyarakal;

bahwa Standar Opetasional Prosedur Layanan Informasi
Publik diperhikan sebagai pedoman bagi Peiabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi serta perangkat daerah dalam

'molaksanakan pelayanan informasi publik sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangsn;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2] Pernturan
Bupati Gunungkidul Nemor 31 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional  Administrmsi
Pemerintahan  di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten
Gunungkidul, Standar Operasional Prosedur  lintas
perangkat dasrah ditetapkan dengan Keputusan Bupat;
bahwa berdasarkun pertimbangan sehagaimina dimalkesud
pada huruf a, huruf b, dan hurul ¢, periu menstapkan
Keputuzan Bupati Gununghidul Tentang Standar
Operasional Prosedur Layanan informasi Publik;

. Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2007 tentang

Undang-Undang MNomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukann Informasi Public

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan
Pubtik;

Undnng-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintshan  Deerah  sehagaimeann telah beberapa kali

‘diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2026 tentang Penyesunian Pidana;

. Peraturan  Pemerintah Nomar 61 Tabun 2010 tenthng

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukann Informasi Publik;



Menetapkan :

KESATL

KEDUA

'KETIGA :

KEEMPAT

6. Peraturan Menter] Dalam Negerl Nomeor 2 Tahun 2026
tentang Pengelolaan Layanan Informasl Publik di
Kemanterian Dalam  Negeri, Pemerintah Daerah, dan
Pemerintah Dess;

7. Peraturan Komisi nformesi Nomor 1 Tehun 202| tentang

Standar Layanan Informaal Publik;

B. Peraturan Daerah Kabupaten Gununghkidul Nomor 6 Talun
2016 tentang Urusan Femenniahan Dacrah;

9, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomer 31 Tahun 2013
tentang  Pedoman Penyusunarn  Standar | Operasional
Prossdur Adminmsttasi  Pemerintahan di  Lingkungan
Pemarmtal Knbupaten Gunungladal;

10, Peraturan Bupuati Gunungkidul Nomot 54 Tehun 2019
tentang Podoman Pengelolann Pelayansn Informasi dan
‘Dokumentasi, '

MEMUTUSIAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
FROSEDUR LAYANAN INFORMAST PUBLIK,

: Standar Operanional Prosedur Layanan Infbrmasi Publil
‘sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

: Standar Operasional Prosedur scbaghimang dimaksud dalam

diktum KESATU teedin darl:

a. SOP Péngumuman Informasi Publik;

b, SOP Prosedur Permintsan Informasi Publik;

SOP Pengajuan Keberatan Informasi;

. S0P Penyelesalan Sengkets informas Publik;

SOP Penctapan dan Pemutukhiran Daftir Informasi Publik;
SOP Pendokumentasian Informasi Publils

SOP Pengujian Konsekuensi: dan

. SOP Pengumuman Informasi Sertn Merta,

Pada sant Keputusan ini mulal berlaku, maka Keputusan
Bupati Cunungkidul Nomor 249 /KPTS/2030 tentang Standar
Uperasional Prosedur Layanan Informast Pubhl dicabut dan
dinyatakan tidak berlalu.

TH MmAaD

: Keputosan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaphan.

Dn'l: tﬂpkun di Wonosan

Hig, fanges 26 Jutl 202/
RO UNUNGKID
2
| 4]
ey
fmmmmsm




LAMPIRAN

KEFUTUSAN BUPATT GUNUNGKIDUL

NOMOR 23f /TS [ 2028

TENTANG

STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR LAYANAN
INFORMAST PUBLIK

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN II"IFBEH[ASI PUBLIK

FEMERINTAH IIJ!.HUFATEH GUNUNGKIDUL

NOMOR S0P Eﬁﬁ.. Ve 3 2026

TANGCGAL PEMBUATAN Wi

TANGGAL REVLIS]

TANGGAL EFEKTIF

DISAHEAN OLEH

NAMA SOP : FENGUMUMAN INFORMASI FUBLIK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAESANA :

1. Undang-Undang Namor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

1. Memahami ketentuan terkait Informasi Publik;

2. Undang1Indang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

2. Memahami regulasi terkait pelayanan publil

4. Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah teralchir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Fidana;

3. Mampu mengolah data, mengoperasikan komporer, dan Sistem

Informasi Pengeloiaan Layanan Infommeasi Publis

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

4. Memahami prinsip pelayanan prima, ramah, don ramah penyancang
disabilitas.




5. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 2 Tahtin 2026 tentang
Pengreloiaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Dasa;

6. Perabhiran Komist [nformasi Posat Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publilg

7. Peraturan Bupati Gurunglddul Nemoer 54 Tahun 2019 tentang
FPadoman Pengelolaan Pelavanan Inlormesl dan Dolcumentasi;

KETERKAITAN :
1 SDP I-‘mt!mpa.u dan Pemutakhiran Daftar Informnsi Publil
2. SOF Pendokumentasian Informasi Publik

| 1. Ruang/sarana layanan Informasi Publik yang ramah disabilitas

2, Peranghkat komputer/laptop

3. Jaringan internet

4, Sigtem Informasi Pengglolaan Layanan Informasi Publik (web/mabile)

=] e ol e

8. Farmulir dem buku regisler

3. Alal uhs kantor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila 80P ini tidak dijalankan, lnlormasi Publik yang wajlb
diomumkan tidal tersampaikan kepads masvarakat secarm lepat,
wilctu dan borpotens! memimbullan Sengketa Informasi Publilk.

Bulkt pengumuman dan relkapitulasi disimpan dalam beatale soitoopy
dan hardcopy serta dipublikasican pads lsman PPID,

Pelaksana Mutu Bakin
Potupas
NO Alctivitas FFII::J“- sy ﬁ::;::; b enaikacrmas Waltn Output Keterangan
Publik
1 | Mengumpullkan dan Daltar 1 [satu] Ban | Bahan Informas:
menytapkan [nformasi Poblik Informasi kerja Publik siap
yang wajib diumumbkan (:} Publik; diumumksan
sesual jenisnva (informast : dokume=n
berkala, serta merta, dan sumber
setiap saaf) berdasarkan milormasi
tupas dan [umpsl,
2 | Meénelash dan memastikan Bahan 1 (saty) han | Informasi yang telah
informasi menpggunakan : Informaesi; leetja ditelaah dan
bahasa Indonesia vang baik I pedoman dilenghkapi
dan benar serta mudah — mlcsesipilitas




dipahami, dan
memperhatikan aksesibilitas
penvandang disabilitas
(audia, visual, danfatan
braille].

Mengumumkan Informasi Sistem i [satu) hari | Informas Publik
Publik melalui laman resmi, Informasi kerja sejak | terumumkan pada
media =p=ial resmi, Sistem Panpelolaan bahan sisp | kanal resmi
Informasi Pengelolagn Layunun '
Layanan Informes: Publik Inlormast
fweb/mobile], portal sang Publile; jaringan
data, danjfatau papan internet
PENELIMLITIAD,
Mengumumbkan informasi Bahan Berlala: inlormasi berkala dan
‘berkala paling sedikit satiap informasi paling serta merta
6 [enam) bulan sekali, dan berkala/serta | singkat 6 terumumbkan tepal
mengumumbkan informasi merta [ernam)] waktu
serta rerta segera pada saat butan
terjadi kondisi yang sekall; serta
mengancam hajal hidup merta:
orang banynk dan keteriiban SEEETA
Lmmum. (Eampa

penundaan)
Mendolkumentasikan dan Bukt 1 {satu] har | Arsip bukt
mengarsiphkan bukt tayangfunggah; | kenga sgjak | pengumumasn
pengumuman Informasi ATK diumumkan | (soltcopy & hardeopy)

Publik




2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUF&TEH GUNUNGKIDUL

NOMOR S0P . Sz 8 fh ok
TANGGAL PEMBUATAN !
 TANGGAL REVISI

, TANGGAL EFEKTIF
| DISAHKAN OLEH

NAMA S0P : PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

DASARHUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA : ——

1. Undang- Undang Nomar 14 Tahun EEI{]B tfmta_ng l{erﬂr'l:nukaﬂn
Informuysi Publil;

1. Memahami ketentuan terkait Informasi Pablike

e D

2, Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentzng Pelayanan
Publik:

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teritang Pemerintahan
Daerah’ sebagaimana telah beberapa kali diubah teralthir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 (entang Penyesusian
Prddania;

2. Memahami regulasi terkait pelayanan publil;

3. Mampu mengolah data, menpoperasikan lcomputer, dan Sistem
Informasi Pengelelasn Lavanan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemenntah Nomor 61 Tahun 2010 teniang
Pelaksanaan Und&ﬂgnUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukasn Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomeor 2 Tahun 2026 tentang
Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kememnterian Dalam
Meperi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;

4. Memaharm prinsip pelayanan poma, ramah, dan ramah penyandang
‘disabilitas.

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tehun 2021 tenteng
Standar Layanan Informasi Publil;

7. Peraturan Bupati Gununglﬂdul Nomar 59 Tahun 2019 tentang
Pedarman F’Eugetn]ﬂm Palayanan Informasi dan Dokumentasy




KETERKAITAN :

PERALATAN / PERLENGKAPAN ;

1. S0P Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

1, Ruanp/sarana layanan [nformasi Publik yang ramah disabilitas

7. S0P Penguiian Konsekuensi

2, Peranpghat komputer/laptop

3. 80P Pengajuan Keberatan Informasi

3. JJaringan internel,

L4 BOF Pendokumentasian Informasi Publik

4. Sistem Inlormasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik (web/ moblle)

5. Formulir dan buku register

&, Aln|, tulis kantor

PENCATATAN DAN PENDATAAN =

|
|

i

Keberatan sertn Sengketa Informasi Publik.

"Bila salah sulu proscdur terlewati, permirilaan Informasi Publik
lidak teriayant dengan baik dan berpotensi menimbulkan

Distmpan dalam bentuk sofllcopy dan hardeopy (register permintasn,
tanda bulktl penerimaan, dan pemberitahuan tErtulis).

(KT NIK atay

Pelaksans Mutn Bakm
I
: Pemohon | Petugas 2
NQ | AkHwitas | o formasi | Pelayanan | PPID iaaesa | v rtlnT::;.n.gm Kelengieapan | Walkta Gutput | “ororangan
Fablilk Informasi ;
| | | Mengajukan Formulir Langsung: 5 | Formulir
Permintann | Permintaan | (lima) hari | permintsan
Informasi Informasi kerja/minge | terisi
Publik secara (—j Publik; 1 padla jam lengkap
langsung, salinan karia;
melalud ¥ KTP/NIKfakt | daring. Fx24
surat fsurat a badan jam
elektroriike, ki
atay melahai
Sigtem
Inlormasi
Pengelolaan
Layanan
Informesi
Pullik, dengan
melampirkan
idenGray




dapat

faldz= badam T

hukamy).

Mernarima dan Register Pada hari Tancla

mencatat Permuintesan | permintean | bukt

pertintsan 3 Iriformas chiterima [1 PEnerimaa

dalam register | [ Puhlile han kerja) o} Tegister

Permintaan terisi

Informasi

Publik serta

memberikan

tanda bulks

_penermadn. — i E— 1 L =

Menerusksn Register paling Berkas

peErmintaan r ¥ Permintaan | lambat 2 permintaan

yang digjukan [nformmas [tiga) ham i lembar

kepads PPID. Publik yang | kerja verifikasi
audall terisi

Melakkzan Berkas Verifikasi: Stame

verifikasi perminiasn; | paling kelenghkana

kelengleapan lembar lambat 3 n '

dan verifikasi [Liga) b PETTOLNTSED

kewenangan. leerimyg

Bila tidak Fididi pemohon

lenghkap, : ! melengkaoi:

diterbitkan paling

SUrat ¥z lzmbat 3

EELBTEIZAT] (tiEa) hari

tidak lengkap kerja

dan pomohon

melenphapl.

Menentukan Berkas Paling Penetmpan

=slabas permintsan; | lambat 3 Slatus

permintasn: T DIP; [tiga] hari permingaan

dileabulkan, mastikan Tim | kens

diftolal, slau “Pertimbanga

dikabuilkan n '

‘sthagian,




berkoordinasi
dan
memperoleh
masukan dar
Tim
Partimbangan
tlan PFID
Pelalesana,

Menyampaikan
pemberimhiEan
tertulis diserta
Informas
Publile hila
elah tersedia
kepada
pemohon.

Formit
pemberitah
an termnlis

Paling
lombat 10
{sepuluh]
hari kerja;
dapat
diperpanjang
1=7 [tujuh)
han kena

Pemberitah
uan
rertilis
kepada
pemabon

Membenkan
dkses atEy
salinan
Inifarmag
Publik [dengan
menghitamban
mformasi yang
dikecualllkan
bila
dilkeabuatlcan:
schagian), atau
menyampaikan
surHl
peoolaknn
disertal hasil
pengujian
konseloaensi
leepada

pemohon

Imforrnas: o
loarmen;
larmutic
perFmintaan
salinan

Paling
lambat 2
[dun) harl
kerja sejak
pembentahu
an tertulis

Informas
Puablik
diterima
pemahion
ALHL sStirad
penclakan




3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN IHFGRHIAEI

PEMERINTAH ‘E.E.BII'PA.TLEH GUNUNGKIDUL

NOMOR BOF Saﬂ B IB/E 2024
TANGOAE | ittt
PEMBUNTAN

TANGGAL REVIS] e T

TANGGAL EFERTIF | : ZA.00H. 2008
OIEAHKAN OLEH

NAMA SOP : PENGAJUAN KEBERATAN INFORMAS]

DASAR HUEUM :

HUALTFTHASI PELAHSANA

1. Uadang-UUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukean Inlormasi
Prablik;

1. Memahami ketentuan terkait Informasi Pablik;

2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik;

2. Memahami regulasi terkait pelayanan pubhbl;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pomerintahan Daerah
zehagaimana telah br:bemp‘& kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor | Tahun 2026 tentang Penvesuaian Pidans;

3. Mampt mengolah data, mengoperasikan kamputer, dan

Sistem Informasi Pengelolaan Layanan [nfarmasi Publik;

4. Feratluran Pemerintsh Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanasn
Undang-Undang Momor 14 Tahwn 2008 entang Ketarbukaan Informasi
Publik:

4. Memahami prinsip peluyanan prima, reamah, dan ramah
penyvandang disabilitas,

5. Peratiiran Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun EEIZtE T_EH_'LEII.E
Penpelolaan Layanan Inlormasi Publik &i Kementerian Dalam Megen,
Pemerintak Dasral, dan Pemerintah Dega:

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Stamdar Layaran Informasi Pukbililg

7. Peracuran Eupan Gunu:ngk:tdui Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Peliayanan Informeas) dan Dokuwmentas;

PERALATAN [ PERLENGKAPAN :




|. SOF Fermintaan Informast Pubiik

1. Ruang/savana layanan Informasi Publik yang ramah
disabilitas

2. 30F Pengujian Konsekuensi

2. Perangkal kismputer/laptop.

4. SOP Penyelesmun Senghela Informaesi Pulilik

1 3. Jaringan internéal

]

fwieh mobilg)

| 5. Formulir dan buku register

' Alat bulis kamtor

4. Sistem Informasi Pengelolasn Layenan Informasi Publik

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Bila prosedur terfewati, Keberatan pemchon Sdak tertangani sesual jangka
wakty dan berpotenst berlanjut memjady Sengketa Informas: Publik.

Distmpan dajam bentulk softcopy dan hardoopy Irﬁg_i atar

Keberatan dan tanggapan tertubis Atasan PP

oo

(F

Pelnksana Mutu Baku
Pemohon | Petn f -
AR Arsaiman] Reie oo LRI (I “Pf";ﬁ“ Kelengkapan | Waktu Output | ooerangan
Publik | Pelaksana nethiimngnn:| &

Mengajukean . | Formulic Pahng Forrmalic
Keberatan kepads Pengajuan lambat 30 | Keberatan
Atamgan PPID atas Keberatan; (Ligas beerisi-
alasan sebapaimana salinan puinh) harl | lengkap
Pazal 22, paling { ) KTE/NIK korja scjak
lambat 30 han kega ditemulan
seialk ditemukannya alasan
alasan, malalui
langsung/ st/ sumt
elekironik/ Sistem
[mlormasi Pengelolasn
Layanan Informasi

| Publik. i _ .
Menerima; mencatat ¥ Fegister Pencatatan | Nomor
dalam register Keberalan di han pendaliaran;
Keberatan, yang sama | register
mémastikan lengkap dengan Keberatan
dan jelas, serta pengajuan | terisl




hari kerga)

memberikan nomor keberatan
pendallaran, masul (1
hari ketja)

3 | Meneruskan Rioginfer Paling Berkas
Keberulan kepada Keberatan lambat 1 Koberatan
PPID untak terisi {zatu) hari
dilaporkan kepada kerja
Atasan PPID

4 | Melaporkan Register Paling laporan
Keberatan yang telah Keberatan; lamlyat 1 Keberatsin
terepistrast kepada berkas: fsatu) han | kepada
Atasan PPID untuak _"1_—_| Keberatan kerja Atazan PRID
mempernleh arghan
lelrily lanjut.

5 | Memberikan arahan Laporan Paling Arahan
lebiih lamjut kepada Keberatan lambaat 1 terhadap
PRID isatu) har | berkas

kerga keberatan

6 | Melakukan koordinasi Bearkas Paling Rancangan

dengan Tim L & Keberatan; lambat 20 | tanggapan
Pertimbangan tlan dolommen e ARF:] Keberatan
PPID Pelgksans unimle pendukung pulith} hari
MmeryuSun Enpgapan kera
Keberatan. (bagian

chari 30

— hari kerjal

7 | Mdnyusun dan Rancangsn Paling Tanggapan
menyampaikan * tanpgapan lambat 25 | Kebératan
tangeapan Keberatan Keberatan (dui puluh | disetujul
vang telah disepalati lima] hag | Amsan PRID

| kepada Atasan PEID kerja
uniuke disetajiii, (bagian
dari 30




Memberikan
Tanggapan tertulis
alas Keberatan paling
lambat 30 har kerja
sijak diratat dalam
register Keberatan,
dan
menvampaikannya
kzpada pemahion
(disertal surat
kepuatusan kiasifiloast
Tla ditolak atas
alasan pengecualian).

Format:

langgapan
tertules;

| surat

kepurasan
Klaaifikas

Paling
lambmt 30
(g
puluh) hari
kerja sejnk
dicatat
dalsm
rngiﬁtnr

Tanggapan
tertilis
kepada




4. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUELIK

PEMERINTAH K&EUPAIEH GUNUNGKIDUL

NOMOR SOF 501? 12: ﬂﬁﬁ'ﬁfZﬁZ{;_ ]
[ TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVIS]
TANGGAL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
. PENYELESATAN SENGKETA
NANKSQP INFORMASI PUBLTK

DASAR HUEUM :

KUALIFTHASI PELAKSANA @

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Pubiikg;

1. Memaharni ketentuan terkait [nformasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 teatang Pelayanan
Publile;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerntahan Daerab sebapaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penvesuaian Pidana;

2. Memahami regulas terkait pelayanan publik;

3 Mampu mengolah data, mengoperasikan komputer, dan Sistem Informas)
Pengelolaan Layanan Informasi Publil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan [nformasi Publik;

1. Memaharmi prinsip pelayanan poma, rmmah, dan ramah penyandang

disabilitas.

5. Peraturan Menter D&la_m Nr:gu:n Namor 2 Tahun 2026
tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementenan
Dalam Negeri, Femerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;

fi. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomar | Tahim 2021
tertang Standar Layanan Informasl Publilk;

T



7. Peratiran Bupatl Gonunghkidizl Nomor 54 Tahun 2019
tenitanig Pedoman Pengelolaan Pelavanan Informasi dan
Dokumentasi;

EE’I‘EEEIITM‘I‘

PERALATAN [ PERLENGEAPAN :

1. S0P PE.EI_EELIU.EII! Keheratan Informasi

S R, e S A e

L. ‘Qua:lg,n"a-'a:ana layanan Jl'lell']Ilﬂ-Bl I'-‘ubl.rk yang ramah djsa nilitas

2, 80P Permint@an Informast Publik

2. Peranglkat komputler/ laptop

2, SUP Penpujian Konsekuons:

3. Jaringan intemet

I

4. Sistern Infbrmasi Pengelolasn Layanan Informasi Pubhk (web/mobale)

5. Formalic dan burlas register

| B, Alat tulis kantor

FE-F.I]IIG&TAH )
“Biln prasedur tidale dijalankan, Pemerintah Dasrah berisilo
tidak terwaldli dengan baik dalam proses sengheta dan

putusan Hdale dilaksanalkan sebageimana meshnya.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan dalam bentuk softeopy dan bardeopy (berkas sengheta, surat
kussa, putnean, dan laporan pelakeanaan putuzan),

Pelaksana Mutu Baku
Tim
NO | Autivitas | Demehon Komisi | Atasan | pory, | 5 Lo o | Penvelesai | Kelenghap | oo | oueput PeREanT
Puhlilk rmasi | PPID %7 an an
Sengketa

| | Menyampaika Tanggapan | Paling lambat | Permoho
n Sengleta Keberatnn; | 14 (empat nan
Informasi D bierkas belas) har peryeles
Puhblik lepada pendukun | kerja sejek aian
Momis! B langgapan stngheta
[nformeas: Atasan FRID | teregisis
sesuai diterima atan | asi di
kewenanganny sgjak Komisi
i berakhimya | Informas:

N 30 hari kerja i

2 | Menvampaika i Panggilan/ | Sesuai jadwal | Panpeila
n panggilan relans Karnisi n sidang
sidang sidang Ioformasi; diterim=
Sengkets keonfirmast
Infarmasi Eljl keehadiran

=



danfatau

Publik kepada paling lambat

Atasan PPID 3 (Bga) har
kerja sejak
panggilan
diterima

3 | Menugaskan Berkas Paling lambat | Surat
FPID dan Tim senphketa | 3 [Hga) hari | tugas
Pertimbangsn kerja seiak
untul panggtlan
menyelesaikan diterima
Senglets
Informasi
Publik;

4 | Berkoordinasi Berkas Paling lambat | Usulan
menyusun tim sengketn 3 (tiga) hiaxi tim;
penyelesaian rancang
sengheta dan an surar
mengusulkann kbasa
ya kepada
atasan PP

3 | Menyetujol Usul Paling lambat | Surat
dari tirm; A (tiga) bari | klasa
Menetapkan rancangan | kega tirn
Tom sural penyeles
Pegyelesaian ktisss aian
Sengkata sengkots
dalam beniuk
surat iniasa.

6 | Mewalali Surar Sesuai jadwal | Keterwa
Pemerintzah bumsa; sidang; wilan
Diaernh bahan/ma | penyelesamn | dalam
mengikoat ter di Komisi sidang
DIOEES sengketa Informeas: sengkiela
penyelesaian paling jams
senghets di 100 [seranas)

Kornisi han kega
Informast




lembaga

peradilan.

Setelah Sesual amar | Laporan
putusan putisan; pelalsan
ditetapkan, pelaporant ke | aan
menpoordingsi Atazan PPID | putusan
kan paling lambat | sengketa
pelaksanaan 5 (lima} hari

putusan dan kerja scjak
melaporkanny plitusan

‘A ' berkeluatan

AlzsarL PEID. hiolomm tetap




5. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMAS! PUBLIK

_# TS
a0 -q

o
= .__;=-;=;._r,-;_+,r_,

PEMERINTAH EH.EHFA.‘I'EH GUNUNGKIDUL

‘NOMOR 50T Eﬂﬂ 1208 3 P0td

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVIST

TANGGAL EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

: sH
. PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DARTAR
NAMA-SLD, INFORMASE PUBLIK

1. Undang-Undang Nemor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuleann
Informasi Publik;

L. Memahami ketentuan terkait Informasi Pablik;

2. Undang-Undang Noemor 25 Tahun 2009 tentanpg Pelayanan

| Publile; B

3. Uud@.ug—”ndﬂ.ng Numur 23 Tahun Et.ll4 tﬂ'ﬂtﬂﬂg FEEI].E!‘.III.I.B]:LEIIL
Daerah sebapgalmana telah beberaps kall diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor | Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidarms;

2. Memahami regulasi terkalt pelayansn publik;

g — e —— - Lrea me——are w

BERT Ma.mpu aﬂﬂgalah liata., mﬂgnpctaslkﬂn [mmpu.tﬂr dEn Sistamn

Informasi Pengelolaan Layanan Informasi Fublik;

4, Peratursn Pemenntah Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Pelalkesanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20058 tentang
Eeterbukaan Informasi Publile

4. Memahami prnaip pelayaoan privad, ramah, dan ramah penyendang

5. Peraturan Menterd Dalam Negerd Nomor 2 Tahun 2026 tentang
Pengelolzan L.'Iyﬂnm'l Informasi Publik dif Kementenan Ualam
Neperd, Pemerintah Daerah, dan Pémedniah Desa;

. Peraturan Komisi Informasi Puaat Nomor 1 Tahwun 2021 tentang
Standar Layanan Informas Fublilk;

7. Peraturan Bipati {hmungkmul Numm- 54 Tahun 2019 I:l:mang

- ST PRS- A PSS B (TSP [ TS R-L T PSR T S5 O STT] LT P S




KETERKATTAN :

PERALATAN /[ PERLENGEAPAN :

1. BOF Penpumuman In.t'é_rmasi Puhlfl-:

1. Ruang/sarana layanan Informasi Publik yang ramah disabilitas

2, S0P Pendolumentasian Informasi Publilk

2. Perangkat lkemputer/laptop

3. S0P Pengujian Konseloiens:

PERINGATAN :

5. Jaringan internet _

% Alak tuills kaniton

4. Sistem {;i't_fprmqg:i:!’ilggib.l—ﬂ_ﬁm -J';.-.-a;ranan Tnfﬂrmam_Pub_lﬂc_[;:mE?nmElle] u
| 5. Formulir dan buku register

| PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Bila Daftar Informas: Publik hdale ditetapkan dan dimutakhirkan,
layanan Informasi Pubhk tdak memihiki acuan dan permintaan

informast sulit dilayani.

Kepurusan PPID tentang Daltar Informeasi Publik disimpan dalam bentuk

softcopy dan hardeopy serta diumumkan pada laman PPILD.

NO

Alctivits

Mengimpulka
o, mengolah,
mengompilasi,
dan
menyampaila
n Inlarmasi
Puhblik yang
dikuasai di

| umit kerjanya,

Mengumpulla
n, mengolah,
than
mengompilas]
Informesi
Puhlik seria
TOATT YIS
usulan Dallar
Inlormasi
Publilk.

B Pelaksana Muitn Baku
|
PEFHD PFPID Penanggu | o0 Tim Atasan | o Waktt | Outout Keterangan
mn[“kﬂm Pelaksana | ng Jawah Pertimbangan | PPID Lo i iy
Dolumean Paling | Kompil |Jiks tidak
Informasi singkatl | asi memilile
Pulbilik; 6 Inform | PPID
lembar kerja. | (enam) | asi Pelalesana
bulan | Publik |UPTD,
@ sexali | anlt kegiatan ini
kenja dilalesanaka
n oieh PPID
Pelaksana
Homnpilasi Paling | Usulan
informasi gingkat | Daltar
Publik & Inferm
(emam) |asi
bulan | Publik
sekali
[




3 | Memberikan Usulan Paling | Usulan
persetujuan Daftar lambat | DIP
tertulis dan Informasi 5 [hma] | yang
menetapkan Publik hard disety
Usulan Daltar kerja il
Informasi perang
Publik Eungja

wab

4 | Merunmaskan Usulan RDIP; | Paling | Pertimb
dan brhan lambat | angan
menyampaika pertimbanga | 5 (lima) | tertalis
n mn hari
perimbargan kerja
terculis atas
wsulan Daltar
informsasi
Publik.

5 | Menelaah dan Usulan DIP; | Paling | Daftar
mengklasifikas portimbengs | lambat | Inform
ikan usulan n tertulis 5 (lima) | asi
Draftar hari Publik
Informasi kerja terklasi
Publik, fikasi
termasiilk
identifikasi
mformasi yang

6 | Memberikan Daftar Paling | Persety
persetujuan Informasi lambat | juan
atas Usulan Puhlik 3 (bga) |atEs
Daftar terklasifikasi | har Usulan
Informasi kerja Daftar
Publik Inform

as

Publilk




Menelapkan Usulan DIP Paling | Keputu
Daftar yang telah lambat | san
Informast disetujul pleh | 3 (tiga) | FPID
Publik melalui ‘Atasan PPID | hari tentang
Keputusan k=tja Daftar
FFIL, lofarm
asi
Publik
Menpamumbka DIP vang Paling | Daftar
n dan _ ditetaplcan; | smghkat | Inform
memuitakhirks Siztrim &} 251
n Daftar Informasi (eram] | Publik
Informasi Penpelolaan | bulan terini
Publik secard Layanan sekalh | mkan
beckala. Informas dan
Publik mtale

hir




6. STANDAR OPERABIONAL PROSEDUR PENDOHUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH R.ABUP&TEH GIUNUNGHKIDUL

NOMOR SOF EF‘Q* 12180, 2086

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVIST

TANGGAL EFEETIF

DISAHKAN (OLEH

GEH

NAMA SOP

PUBLIK

: PENDORKTUMENTASIAN TNFORMAST

DASAR HUKUM :

ASI PELAKSANA -

i. Undang-Undang Nomar 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

.1 Mt-:m.aha.rm ketentuan berkat Informsst P'Llh[:.k

2. Undanpg-Undang Nomar 25 Tahun 200Y9 tentang Palayanan
Pubhlg

2. Memahami regulasi terkaint pelaynnan publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Enlang
Pemerintahan Dacrah scbagaimana telah beborapn kali diubsh
teralchir dengan Undang-iindang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyosuaian Midana;

3. Mampu mengoiah data, mengoperasikan kamputer, dan Sistem
Informas Pengelolasm Layanan nformesi Publik;

4. Paraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tﬁu.tn.ng
Pelaktsanaan Undang-Undang Nomeor 14 Talian 2008 tentang
Ketorbukaan Informasi Publik;

4. Memahami prinsip pelayanan prima, ramah, dan mmah penyandang

diﬂfﬁhHH‘ﬂﬁ.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026

tentang Penpelolaan Layvanan Informasi Publik di Kementerian
Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemernintah Desa;

fr. Peramiran I{nm,is:i Informasi Puasat Nomor 1 Tahon 2020
| tentang Standar Layanan Informasi Publils




7. Peraturan Bupati Gununglkidul Nomor 54 Tahon 2019
tenlang Pedoman Pengeloigan Pelayenen Inlormas dan
Elolcumentast;

KETERKAITAN :

| PERALATAN [ P

1, 80P Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Pulilik

. Ruang/sarana tayanan [nﬁnrmam Publik yang ramah disabilitas

2. 80P Pengumuman Informasi Pablilk

2. Perangkat komputer/laptop

3. 80P Permintaan Informasi Publik

| 4. 80P Pengujian Kenselaiensi

3. Jaringan intemet )
4. Sistem Informasi Pangeiﬂia.a.n Layanan Informast Publil (web/mobile] |
5, Formulir dan bulo register

. Alat nilis kantor

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

RBila pendalamentasian tidak trertib, Informasi Publik sulit
ditomulkan, dilayani, dan dipertangrungiawabkan.

Disimpan datam bentik saffcopy dan hardeopy dengan memenuhi kaidah
interoperabilitas data,

Pelalksana Kutu Bala
Potugas
WO Aletivitas HFPIB' PPID !;_'::_:lynnan Kelenplapan Waktn Qutput Keterangan
Publik

1 | Menpidentifikasi selunih Diaftar Berkelanjutan; Draftar dekumen
Iniormasi Publik yang Informasi ditinjai paiing vang akan
lermival delam Daltar Pulilik singkat 6 (erarm) didiokumentasilean
Infermasi Publik, bulan sekati
termasuk mmlormast yang ( }
diketualikan atan
doloamen yang momiat
informasi dikecualikan.

2 | Menyimpan den Sarana Paling lamlat 2 Rokimen fErsimpan
mendolamentasilian penyimpanan; | (dua) han kerja dan terdoltumentasi
Informas Publik dalam i Sistem sejak miormas:
bennik dolumen digital [nformasi diterima/dihasilkan
(softcopy) dan/atau Pengelolaan
nondigital (hardeopy) [ayanan
dengan memsnuhi




kaidah interoperabilitas l Informasi

data. Pubilile

Menata, mengarsiplan; ‘Harana arsip; | Berkala, paling Arsip Informasi
dan memisahksm | ATE singhat 6 (enam) Publik terklasifikasi
dokumen sesual bulan sekali

klasifikasi {informasi

terbule dan mformast

yang dilcecualilkan).

Memutakhirkan Daftar Mengilaat Dolkumentasi
dokumentasi Informasi [ Informasi pemutakhiran DIP: | Informasi Publik
Publile mengilout [ Puhiik paling singkat &6 mutakhir
pemutakhiran Daltar mutakhir {enam) bulan sekali

Informasi Pulilik |

Memaeastikan ketersediaan ’ Sistem Berkelanjuian pada | Dokamen siap
dan kemudalian akses penyimpanan; | har kerja; kanal dinkses untuk
dokymen untuk Jaringan daring 1=24 jam layanan
mendukung internet

pengumuman dan ::]

layanan permintaan
Informasi Publik.

-—




7. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENST

NOMOR SOP 2 50012167/ 05%
TANGGAL PEMBUATAN

1
" -|l|

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHEAN OLEH

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGHIDUL

e
NANMA S0P : PENGUJTAN KONSEKUENSI
DASAR HUEUM : KUALIFIEASI PELAKSANA :
1. Undang-Undsng Nemaor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan L. Memahami ketentuan terkait Informast Pubilil;
Informasi Publik; |
2, Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 2. Memahami regulasi terkait pelayanan publile;
Publil

3. Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tontang Pemerintahan 3. Mampu menpgolah data, mengoperasikan komputer, dan Sistem
Daerah sebapaimana telah beberapa kall dinbah teralchir dengan Informasi Pengelolaan Layarian Infaormasi Pablik;
Undaop-Undang Nomar 1 Tahun 2025 tentang Penyvesuaisn Pidans;

4. Peraturan Pemerintah Nomaor 61 Tahun 2010 tentang 4. Memahami prinsip pelayanan prima, ramah, dan ramah
Pelaksanaan Undang-Undeng Nomor 14 Tahun 2008 tentang penyandang disabilitas.
Reterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomer 2 Tahun 2026 tentang
Fe.ugulmaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negrl
Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;

6, Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2027 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Bupgan G:Lmungiudul Nomor &1 Tahun 2019 tentang
Pedoman Peneclalpan Pelayanan Infdrmas dan Doloumentasi;




EETEREAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1. SOF Penetapan dan Pemutakhitan Daltar Informasi Publik L. Ruang/sarana layanan Informasi Publik yang ramah disabilitas
2, S0P Permintaan Informasi Pubhik 2. Peranghkat komputer/lapinp
3. S0P Pengajuan Keberatan Informesi 3. Jaringan inlernel
4., SOP Penyelesaian Senglketa Informas: Publik 4, Sistem Informasi Penpelolaan Layanan Informast Publik
e — (web/mobile)
5. Farmulir dan bulas rogister
6, Alat milis kantor
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Pengecualian informasi tanpa pengujian konsskuensi yang sah Lembar pengugian konsekuensi dan Kepurosan PRID disimpan dalam
berisike dibatalkan dalam Sengheta Informasi Publik. bentuk softcopy dan hardeopy.
Pelalksana Mutu Balkn
. w PFID
RO Aktivitas PPID Penznggung Tim Atasan | Kelenghap Keterangan
Pﬂnﬁu Pelaksana Jawab EFED Pertimbangan | PPID EO Wakhn | Outpat
1 | Menginventaris Dolumen | Paling | Daftar | Jika tidak
asl informasi Informas: | lambat | mforma | memiliki
yang akan Pubhk S (ima) | #i yang | PPID
dileecualikan ( ) har akan Pelaksana
di unijt kena dikecu | UPTD,
kerfanya, agjale | alikan | kegiatan ini
kebutu dilaksanalka
ban u oleh PRID
tenident Pelaksana
2 | Menpnordinasi Daftar Paling | Usulan
kan dan ! uslan lambat | informa
Menyampaika informas: | 5 (ma) | s
n usolan dikecunlik | har dikeon
informasi yang an kara alikan
alean '
dikecuaitkan.




MembenlsEn Usialan Paling | Usulan
persetuyuEn miormast | lambat | disens
termbis atas dikecualik |5 (Hma] | ai
usulan an hari Penang
informasi vang kerja EUNg
akar ' Jawab
dikecuslikan,

Merumuskan Usilan; Paling | Pertmb
dan hahan lambat | angan
ImAnyarnaEika pertimban. |3 (lima] | tartulis
i Ean hiari
pertimbangsn kerja

terculis.

Mengoordinasi Lembar Paling | Hasil
kan penpujian | lambat | analisis
pelaksariaan kornsekuan | 10 pengugt
pETigL)ian Bi; [sepulu |an
konseloiensi: peraturan | h] han | konselk
mengidentifika lerkeast keria tiens
si informasi, sejak

mencatal divsulk

secarg jelasg, Ay aka
mengidentifika kerkait

s1 undang- PETTII

undsng dasar taar,
pengecualian, dalam

e janghka
menganalisis 10} hari
konselmerisi kerja
berdasarkan

kepatutan,

kesustlaan,

dan

kepertingan
WOTLITL.




Menuangkan | Lembar Paling | Lembar
hasil pengujinn | lambat | penguii
pengujian |I kemseluen | 3 [tga) |an
konsskuensl =i hari konzek
dalam lembar kerja 13ensi
pPEnEuan Lerist
Konsekuensi, ,
Menyetiju Lembar | Paling | Lembar
Lembar pengujian | lambat | Penguji
Pengujian xonsekuen | 3 (tigal |an
Konsekuensi s hari Konselk
kerja. | uensi
yang
clisetiy
Menetapkan Lembar Paling | Keputu
hasil pengujian | lambat | san
pengujian konselozen | 3 (dga} | PPID
konsckuonsi 8i yang hari tentang
dalam disetujua kers miorma
PPID (memnat C_ dikeru
irformaEst alikan
dilescialilan,
alasan, dan
Janglks waktl

pengecualiaml.




8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI SERTA MERTA

PEMERINTAH GUNUNGKIDUL

L AR B Ry

MOMOR S0F MBS TF S

TANGOAL FEMBUATAN
TANGGAL REVIS] :

TANGGAL EFEKTIP

'DISAHEAN OLEH

- PBENGUMUMAN INFORMAS] SERTA

NAMA SOP MERTA
DASAR HURUM : KUALIFTRAS] PELARSANA :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 1. Memghami ketentuan Informasi Publik dan katepon Informasi Serta
gan Hencana; Merta;

2. Undang-Undanpg Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kelerbulaan
Informasi Publik;

2. Memzhami regulasi terkait pelayanan publik dan kebencanaam;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan
Publik;

3. Mampu mengoperasikan kanal informasi (media sosial, radio, broadeast
pesary, dan speaker komandol,

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah scbagaimana telah 'beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomaor 1 Tahun 2026 lentang Penyesuain
Pidana,

4. Mampu bekerja cepat dan berkoordinasi lintas OPD dalam sinzxsi
darurat.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Felaksanasn Undang-Undsng Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterlnikaan Informasi Pabiik;

6. Perataran Menteri Dalam Negen Nomor 2 Tahun 2026 tentang.
Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementenan Dalam
Negeri, Pemerintah Dasrah, dan Pemerintah Desa;

7. Peraturan Komisl Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021
| tentang Stendar Layanan Informasi Publilk;




Pedoman Pengelolaan Pelavanan Informasi dan Dolamentasi;

E .i’c_rat'l.r_rgan E:upaﬁ_lf?,ﬁ.nu n g_lﬁﬁ-i.ﬂ-ﬁﬂmur 54 Tohun 2019 temtang

HETERKAITAN :

PERALATAN /| PERLENGEAPAN :

1. SOP Pengumuman Informasl Publik;

L. ﬁJ-ru.n media .-Jnm:r_l resfri Pemerintah Kabupatén;

2. SOP Fendakbnmentasian IJJ.['l:i!'.:Ica.s'..l Puhlik

I L o PTTPRSEIS PSS

2. Radio Siaran Pcmlu'mtaﬂ Daerah (LPPL Swaradhalsinarga)]

EX-T Penanganan lLﬂ.:!IIJ.LT.iIEI.ELLJI Kebencanaan (BPBED);

= LT e ——

e, o s e | e . — e

3. Gruip WhatsApp resmi Lmtulc broadcast pesan;

4. Speaker komands di bchr:mp& titike lolasi publik;

PERINGATAN :

| 5. Peranpkat karnputer/tolepon seluler dan | jaringan internet;

! [ Farmulir/log pengumuman dan alat tulis kantor

 PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP ini tidak dijalankan, inlormasi mengenat keadaan
darurat danfetay gangguan utilitas publik ddak tersampaikan
Kepada masyarakmt seoari tepat wakin schinggn berpotensi
membehavakan keselamatan itwa dan ketertiban trmurn.

| Bukti penpumuman (tangkapan laysr media sosial, rekaman siaran radio,
o broadcast WhatsApp, dan catatan pengumuman speaker komando)
|'disimpan dalam bentulk saltecopy dan hardeopy seria dipublileasikan pads
laman gunungkidulkab po.id

Pelaksana Mutu Baku
Petugas
NO Altivitas PEIFEZE?QM pprp | Pelayanan Kelengkapan Walttu Output Betrrangen
FPublik
1 | Mencnma dan lﬂmzfm&ﬁuf Fﬁg Informasi
memverifikas] informeasi kejadian dari sumber | Jama 8 terverifikasi
menprnel keadasn darurat D TEsmL Jam sajale
dan/atan gangguan - leejacdian
utilitas publik dar sumber diketahu
resmi (BPBD/BMKG/OPD
1elimis).
2 | Menetapkan informasi mformast terveriiikasi; | Paling Maten
sebapgai Informasi Serta format irateri larma 8 pEnEUMUman siap
Merta dan menyusun — 1 DEQELITILUTATE Jam dizsebariuaslan
maien pEngumuman yang
memuat jems kejadian,
lokasi/wakm,
imbavan/undalkan yang
haris dilakiukan, serla
kontak darural.




Mengumumbkan Inlormas: Adcun media sosial Paling nformast

Serta Merta melalui media resmi; jaringan lama 2 terumumkan
susial resmi dan lamean nlernet Jam melalui media
punungkidulkab. go.id. soaial
Menyiarkan Informasi Sarangs penylaran Paling Informasi tersiar
Serta Merta melalai siaran LPFL famna 2 melalud radio
radio LFPL Swaradhaksinarga Jam

Swarsdhakeinarga

Meny=barlhiaslan Grup WhatsApp resmi | Paling Informasi tersehar
Informasi Serte Merta jarma 2 melalui grup
melall broadcast pesan Jam WhatsApp
pade; grup WhatsApp

Mengumurmbkan Informasi Speaker komando Baling miormasi

Sera Merta melahai pada ritik lokas publik | lama 2 terumumicn
speaker komando yaEng Jam melalin speaker
tersebar di beberapa titik komanda
Inkasi publile

Memutalkhirkan mformasi Perkembarngan Setjap 2 Informasi
secara berimla mengilouti informasi terbara Jam termitakchir
perkembangan sitaasi sampai

hingga keadaan sitaas

darurat/ganggran dinyitakan

dinyatakan herakhir atans aman

plakih.

Mendokumentasikan dan Bukti Paling Assip bukti
meagarsipkan bukt tayang/siar/broadeast; | lama ' 1 pengumuman
pengumumean Informas: ATK (sana) hast | [softcopy &
Serma Merta kerja




